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LATAR BELAKANG
Komunikasi krisis menjadi elemen penting dalam 
upaya menjaga legitimasi demokrasi, khususnya 
di tengah situasi krisis. Era kontemporer 
memberikan potret kondisi masyarakat yang 
dihadapkan pada berbagai persoalan dalam 
situasi krisis, mulai dari bencana alam, pandemi, 
gejolak ekonomi hingga perkembangan digitalisasi 
yang membuat arus informasi bergerak semakin 
cepat dan sulit dikendalikan. Dalam konteks 
tersebut, tantangan penyelenggara negara tidak 
hanya menyoal bagaimana memberikan intervensi 
kebijakan yang tepat, tetapi juga mencakup 
bagaimana mengomunikasikan kebijakan tersebut 
secara transparan, konsisten dan dapat dipercaya. 
Inilah inti dari komunikasi krisis demokratis yang 
tidak sekadar wujud penyampaian informasi, 
melainkan juga sebagai instrumen untuk menjaga 
kohesi sosial, mengurangi kepanikan dan 
mempertahankan legitimasi institusi.

Pentingnya komunikasi yang demokratis dapat 
dipahami melalui kontras dengan praktik 
komunikasi yang bersifat otoriter. Dalam pidato 
kuncinya pada Dialog Demokrasi (Mei 2026), 
Dewi Fortuna Anwar menggunakan ilustrasi novel 
1984 karya George Orwell untuk menunjukkan 
bagaimana rezim totaliter mempertahankan 
kekuasaan melalui manipulasi bahasa dan fakta. 
Dalam konteks tersebut, komunikasi otoriter 
dicirikan oleh sifatnya yang monolog, manipulatif 
dan mendistorsi realitas, sedangkan komunikasi 
demokratis bertumpu pada transparansi, dialog 
dan akuntabilitas sebagai fondasi hubungan 
antara negara dan warga negara. Kontras dari 
model komunikasi tersebut tentu memiliki 
konsekuensi yang jauh melampaui sekadar 
penyampaian informasi, yakni sekaligus menjadi 
prasyarat bagi terbentuknya kepercayaan publik 
dan legitimasi institusi negara.

Studi lintas 143 negara pada periode 1958–2019 
menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap 
penyelenggara negara merupakan faktor penting 
yang menentukan efektivitas respons pemerintah 
dalam situasi krisis. Penurunan kepercayaan 
bersifat kumulatif, sulit dipulihkan dan berkorelasi 
dengan melemahnya dukungan terhadap sistem 

demokrasi (Valgarðsson dkk., 2025). Sebaliknya, 
tingkat kepercayaan publik yang tinggi terbukti 
meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan 
sekaligus meredam polarisasi sosial pada masa 
krisis (Herati dkk., 2023). 

Di Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap 
penyelenggara negara masih menunjukkan 
disparitas yang cukup lebar antar lembaga. 
Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 
2026 mencatat tingkat kepercayaan terhadap 
TNI mencapai 93 persen, Presiden 91 persen, 
Kejaksaan Agung 80 persen, Mahkamah Konstitusi 
75 persen, Pengadilan 74 persen, KPK 72 persen, 
Polri dan DPD masing-masing 65 persen, MPR 63 
persen, partai politik 61 persen, serta DPR RI 56 
persen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 
kepercayaan publik terhadap institusi negara 
belum terbentuk secara merata.  Sementara 
itu, Indeks Demokrasi EIU 2024 menempatkan 
Indonesia dalam kategori flawed democracy 
dengan skor 6,53, turun dari 6,71 pada tahun 
sebelumnya. Kondisi ini bukan sekadar 
angka, melainkan cerminan dari akumulasi 
kerentanan nyata dalam praktik komunikasi krisis 
penyelenggara negara mulai dari inkonsistensi 
informasi yang disampaikan lintas kementerian, 
lemahnya koordinasi komunikasi dalam isu-isu 
darurat nasional, serta belum terbangunnya 
kapasitas untuk merespons narasi publik secara 
cepat dan kontekstual. Ketika kepercayaan publik 
terus terkikis dan ruang komunikasi negara 
dibiarkan tidak terkelola, yang tumbuh bukanlah 
kekosongan, melainkan narasi alternatif yang 
tidak selalu berpijak pada fakta.

Pilihan atas cara berkomunikasi pada saat krisis 
pada akhirnya merupakan pilihan tentang model 
demokrasi yang ingin dipertahankan. Berangkat 
dari kondisi tersebut, Democracy Brief ini disusun 
sebagai policy note yang dielaborasi dari Dialog 
Demokrasi Mei 2026 dengan berfokus pada dua 
pertanyaan utama, yakni bagaimana tantangan 
komunikasi krisis penyelenggara negara di 
Indonesia memengaruhi kepercayaan publik dan 
legitimasi demokrasi di tengah dinamika ruang 
informasi digital, serta strategi kebijakan apa 
yang diperlukan untuk memperkuat tata kelola 
komunikasi krisis agar lebih terkoordinasi, adaptif 
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dan demokratis. Dengan menjawab pertanyaan 
tersebut, upaya penanganan krisis diharapkan 
dapat dilakukan secara efektif tanpa mengabaikan 
prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi fondasi 
legitimasi kelembagaan dan kepercayaan publik. 

ANALISIS
Krisis Kepercayaan sebagai Ancaman 
Struktural bagi Demokrasi
Kepercayaan publik (public trust) merupakan 
variabel yang paling menentukan efektivitas 
komunikasi krisis penyelenggara negara sekaligus 
menjadi fondasi yang menopang legitimasi 
demokrasi. Drs. Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D., 
Ketua Institut untuk Demokrasi dan HAM The 
Habibie Center, menegaskan dalam Dialog 
Demokrasi Mei 2026 bahwa demokrasi bisa kuat 
jika ada kepercayaan di dalamnya. Merujuk pada 
Manuel Castells dalam Communication Power 
(2009) yang berargumen bahwa kekuasaan 
dijalankan melalui kemampuan membentuk 
makna di benak masyarakat (the construction of 
meaning in the human mind).

Maka, perebutan kekuasaan di era digital 
merupakan perebutan opini dan persepsi 
publik. Siapa yang paling cepat dan kuat 
dalam memengaruhi opini publik akan 
berhasil membentuk persepsi kolektif. Apabila 
penyelenggara negara kehilangan pertarungan 
narasi, maka legitimasinya akan menjadi 
rentan, bahkan ketika kebijakannya secara 
substantif sudah tepat. Pernyataan ini bukan 
sekadar aforisme politik, melainkan juga sebagai 
cerminan dinamika struktural yang kini tengah 
berlangsung di Indonesia ketika ruang digital 
mempercepat penyebaran disinformasi dan 
memperlemah kemampuan institusi negara dalam 
mempertahankan legitimasi publik.

Peter Dahlgren dalam Media, Knowledge 
and Trust: The Deepening Epistemic Crisis of 
Democracy (2018) menggambarkan kondisi 
kontemporer ini sebagai epistemic crisis of 
democracy, ketika institusi negara gagal menjadi 
sumber pengetahuan yang dapat dipercaya, 
publik berpaling ke sumber-sumber alternatif lain 
yang kerap memproduksi disinformasi. Situasi ini 
diperparah oleh apa yang disebut Bennett dan 
Livingston dalam The Disinformation Order (2018) 
sebagai tatanan disinformasi (disinformation 
order) yang didominasi oleh narasi palsu dan 

provokatif yang menjadi ancaman struktural bagi 
institusi demokratis. Dalam konteks tersebut 
kepercayaan publik bersifat sangat rapuh karena 
membutuhkan waktu yang lama untuk dibangun. 
Namun legitimasi dan kepercayaan terhadap 
institusi negara juga dapat merosot secara cepat 
akibat satu kesalahan dalam penyampaian 
komunikasi publik.

Indikasi tersebut terlihat jelas di Indonesia. 
Reuters Institute melalui Digital News Report 
2024 mencatat bahwa 58 persen responden 
di Indonesia mengaku khawatir terhadap 
kemampuan mereka membedakan berita nyata 
dan palsu di internet, sehingga menempatkan 
Indonesia sebagai salah satu negara dengan 
tingkat paparan disinformasi tertinggi di dunia. 
Pada saat yang sama, Status Literasi Digital 
Indonesia 2022 menunjukkan bahwa media 
sosial telah menjadi sumber informasi utama 
bagi 72,6 persen masyarakat Indonesia, jauh 
melampaui televisi (60 persen) dan berita daring 
(27,5 persen). Kondisi ini memperbesar risiko 
terbentuknya ruang informasi yang didominasi 
narasi nonotoritatif apabila penyelenggara negara 
tidak mampu menghadirkan komunikasi yang 
cepat, konsisten dan kredibel. 

Maka urgensinya terletak pada bagaimana 
institusi negara dapat melakukan pendekatan 
komunikasi dua arah, di mana penyelenggara 
negara tidak hanya menyampaikan informasi, 
tetapi juga secara aktif mendengarkan 
kegelisahan publik. Pendekatan ini terbukti 
menghasilkan kepercayaan yang lebih tinggi dan 
kepatuhan yang lebih besar terhadap kebijakan 
dibandingkan dengan komunikasi satu arah 
(Hidayat dkk., 2025). Ketika masyarakat merasa 
didengar dan dilibatkan, ruang bagi spekulasi, 
ketidakpastian dan resistensi terhadap kebijakan 
dapat diminimalkan. Di sisi lain, penyelenggara 
negara yang mampu memberikan emotional 
reassurance kepada publik, mengakui kesulitan 
secara terbuka, alih-alih mengatakan “semua 
terkendali” ketika realitas berkata sebaliknya, 
justru cenderung memperoleh kepercayaan 
yang lebih kokoh dan tahan terhadap guncangan 
narasi (Drs. Julian Aldrin Pasha, Dialog Demokrasi, 
Mei 2026). Dengan demikian, komunikasi krisis 
dapat menjadi bagian integral dari tata kelola 
demokrasi karena berfungsi menjaga kepercayaan 
publik, mengurangi kepanikan dan memperkuat 
kohesi sosial (Dewi Fortuna Anwar, Seri Dialog 
Demokrasi, Mei 2026).  
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Pada akhirnya, kondisi demokrasi di Indonesia 
dipahami sebagai “rentan namun resilien”. Meski 
menghadapi berbagai tantangan, daya lenting 
(resilience) demokrasi Indonesia masih terlihat 
dari kuatnya preferensi masyarakat terhadap 
sistem pemerintahan demokratis. Survei Pew 
Research Center (2023) menunjukkan bahwa 85 
persen responden di Indonesia lebih memilih 
pemerintahan demokratis dibandingkan 
kepemimpinan yang bertangan kuat dalam 
menyelesaikan persoalan negara. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
yang demokratis masih tetap tinggi. Argumen 
tersebut diperkuat oleh Abdelzadeh dan Sedelius 
dalam Building Trust in Times of Crisis (2024) 
yang menemukan bahwa kepuasan masyarakat 
terhadap komunikasi penyelenggara negara 
selama masa krisis berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat kepercayaan kepada institusi 
publik. Dengan demikian, komunikasi krisis 
menjadi instrumen yang semakin strategis 
untuk menjaga legitimasi pemerintah melalui 
penyampaian informasi yang transparan, 
akuntabel dan responsif, sehingga kepercayaan 
publik terhadap institusi demokrasi dapat 
dipertahankan pada saat menghadapi krisis.

Tantangan Arsitektur Komunikasi 
Krisis dalam Mengelola Orkestrasi dan 
Konsistensi Informasi
Sejak dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 
96 Tahun 2025, Badan Komunikasi Pemerintah 
Republik Indonesia (Bakom RI) diberikan 
mandat sebagai entitas baru yang bertugas 
mengorkestrasi komunikasi lintas kementerian 
dan lembaga negara. Dr. Eko Wahyuanto, Tenaga 
Ahli Utama Kedeputian I Bakom RI, menjelaskan 
dalam Dialog Demokrasi bahwa berbeda dengan 
Kantor Komunikasi Kepresidenan yang berfokus 
pada komunikasi Presiden, Bakom dirancang 
untuk mengintegrasikan komunikasi kebijakan 
yang mencakup pemerintah pusat, kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah serta menjadi 
jembatan antara negara dan warga negara.

Kehadiran Bakom RI menjadi angin segar bagi 
proses demokratisasi di Indonesia, sebab 
keberadaannya memberikan sinyal kesadaran 
akan pentingnya efektivitas komunikasi krisis 
yang tidak hanya bergantung pada substansi 
kebijakan, tetapi juga pada kemampuan 
negara menghadirkan narasi yang koheren 
di tengah ruang informasi yang semakin 
terfragmentasi. Zhong, Hu dan Kapucu 

(2022) mengonseptualisasikan robust crisis 
communication, yakni komunikasi krisis yang tidak 
hanya efektif dalam kondisi normal, tetapi juga 
tahan terhadap guncangan dan ketidakpastian. 
Karakteristiknya mencakup koordinasi antar-
agensi yang kuat, konsistensi informasi, kapasitas 
adaptasi yang cepat terhadap informasi baru 
dan fondasi kepercayaan yang dibangun jauh 
sebelum krisis datang. Mengacu pada kerangka 
ini, tantangan Bakom RI bukan hanya persoalan 
teknis mengorkestrasi informasi, tetapi juga 
membangun kepercayaan sebagai modal sosial 
sebelum krisis berikutnya melanda.

Mandat Bakom RI sebagai aktor sentral dalam 
mengintegrasikan komunikasi lintas kementerian, 
lembaga dan pemerintah daerah, menempatkan 
setiap kebijakan strategis semestinya disampaikan 
melalui narasi yang konsisten, berbasis data dan 
terkoordinasi. Namun demikian, realitas empiris 
masih menunjukkan adanya kesenjangan yang 
cukup signifikan antara desain kelembagaan dan 
implementasi di lapangan. Alih-alih menghadirkan 
satu narasi negara yang utuh, komunikasi publik 
pemerintah masih kerap diwarnai ego sektoral 
antar-kementerian, perbedaan penekanan pesan, 
serta respons yang cenderung reaktif terhadap 
berkembangnya disinformasi di ruang digital.

Kesenjangan praktik komunikasi penyelenggara 
negara terlihat pada sejumlah isu strategis. 
Pertama, terletak pada persoalan orkestrasi yang 
masih lemah. Misalnya yang terjadi dalam polemik 
komunikasi Program Makan Bergizi Gratis pada 
awal 2025 yang menunjukkan bahwa disonansi 
komunikasi tidak terjadi pada substansi kebijakan, 
melainkan pada penyampaian pesan antar-
lembaga. Ketika muncul kasus dugaan keracunan 
makanan, Kementerian Kesehatan menekankan 
investigasi epidemiologi dan standar keamanan 
pangan, Badan Gizi Nasional berfokus pada 
keberlanjutan pelaksanaan program, sedangkan 
Bakom RI lebih banyak menyampaikan klarifikasi 
untuk meredam persepsi negatif di ruang digital. 
Perbedaan fokus komunikasi tersebut tidak 
diorkestrasi ke dalam satu narasi pemerintah 
yang utuh, sehingga publik menerima pesan yang 
berbeda mengenai prioritas penanganan krisis.

Adapun polemik “homeless media” yang muncul 
setelah Bakom RI mengumumkan kolaborasi 
dengan sejumlah media baru melalui Indonesia 
New Media Forum. Inisiatif tersebut pada awalnya 
dimaksudkan untuk memperluas jangkauan 
komunikasi negara di ruang digital. Namun, 
proses komunikasinya tidak mampu membangun 
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pemahaman publik mengenai tujuan, mekanisme, 
maupun batas-batas kolaborasi tersebut. 
Kekosongan informasi kemudian berkembang 
menjadi spekulasi mengenai independensi 
media, praktik buzzer pemerintah, hingga potensi 
konflik kepentingan dalam ekosistem informasi 
digital. Setelah polemik mencuat, penyelenggara 
negara baru memberikan klarifikasi. Kasus ini 
menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah 
masih cenderung bersifat reaktif melalui klarifikasi 
setelah isu berkembang, alih-alih membangun 
pemahaman publik sejak awal.

Kedua, kerentanan komunikasi penyelenggara 
negara juga terletak pada pola pendekatan yang 
dilakukan. Para penyelenggara acapkali justru 
berkomunikasi secara formal dalam kapasitas 
kelembagaannya, seperti press release, press 
conference dsb. Padahal pendekatan komunikasi 
tersebut tidak lagi memadai di tengah ekosistem 
informasi digital yang bergerak cepat. Publik 
tidak hanya mengharapkan informasi yang benar, 
tetapi juga informasi yang cepat, kontekstual 
dan interaktif, sebab tantangan komunikasi 
pemerintah saat ini bergulat pada kemampuan 
membangun konteks yang relevan sebelum narasi 
lain mengambil alih ruang publik (Anggrainy Santi 
Voulinda, Dialog Demokrasi II, Mei 2026).

Ketiga, berkaitan dengan strategi komunikasi 
krisis penyelenggara, hingga kini belum terlihat 
adanya manajemen risiko yang lebih matang, 
yakni urgensi mekanisme simulasi komunikasi 
krisis secara berkala untuk menguji kesiapan 
respons lintas kementerian dan lembaga ketika 
terjadi eskalasi isu publik. Padahal, simulasi 
semacam ini penting untuk memastikan bahwa 
setiap institusi memahami peran, pesan utama, 
dan prosedur koordinasi sebelum krisis benar-
benar terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa kapasitas komunikasi krisis penyelenggara 
negara masih lebih banyak dibangun setelah 
krisis berkembang daripada dipersiapkan sebagai 
bagian dari manajemen risiko komunikasi.

Dengan demikian, problematika komunikasi krisis 
penyelenggara negara memiliki tantangan besar 
pada tata kelola yang meliputi orkestrasi, adaptasi 
pendekataan kelembagaan, dan  manajemen 
risiko di tengah ruang publik digital yang 
bergerak cepat, dinamis dan kompetitif. Dalam 
ekosistem informasi yang berlangsung secara 
real-time, keterlambatan menghadirkan narasi 
resmi menciptakan kekosongan informasi yang 
dengan cepat diisi oleh spekulasi, disinformasi, 
maupun narasi yang tidak terverifikasi. Atas 
dasar itulah, penguatan tata kelola komunikasi 
krisis menjadi prasyarat penting bagi efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan demokratis di era 
digital.

Operasi Informasi dan Ketahanan 
Komunikasi Demokratis di Era Digital
Salah satu pertanyaan paling fundamental yang 
mencuat dalam Dialog Demokrasi adalah soal 
batas antara komunikasi krisis yang sah dan 
operasi informasi yang merusak demokrasi. Era 
digital menuntut para penyelenggara negara 
untuk mampu mengelola komunikasi publik 
secara cepat dan efektif, namun sekaligus tetap 
menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas 
dan kebebasan berpendapat. Konteks tersebut 
memberikan isyarat bahwa pengelolaan 
komunikasi publik di era digital tidak hanya 
dituntut efektif dalam menjaga stabilitas 
informasi, tetapi juga harus tetap berpijak pada 
nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang menjamin 
ruang demokratis, keberagaman dan kebebasan 
berpendapat warga negara.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks 
ketika sebuah realitas justru menunjukkan 
adanya praktik cyber troops atau operasi 
informasi terkoordinasi ini merujuk pada 
jaringan akun media sosial, influencer atau 
kelompok terorganisasi yang secara sistematis 
digunakan untuk memperkuat narasi tertentu, 
menggiring opini publik, menyerang kritik atau 
mengendalikan percakapan digital. Laporan 
The Global Disinformation Order menunjukkan 
bahwa Indonesia termasuk dalam 70 negara yang 
terdokumentasi memiliki praktik computational 
propaganda, yakni penggunaan media sosial 
secara terorganisasi oleh aktor pemerintah atau 
partai politik untuk memengaruhi opini publik 
melalui berbagai bentuk manipulasi informasi 
digital (Bradshaw & Howard, 2019). Kondisi ini 
menciptakan krisis kepercayaan ganda, yakni 
publik tidak hanya meragukan informasi yang 
beredar, tetapi juga mulai mempertanyakan 
apakah dukungan yang tampak organik terhadap 
kebijakan negara memang benar-benar 
mencerminkan kehendak rakyat. Bagi negara 
demokrasi, praktik ini menjadi ancaman serius 
bagi integritas ruang informasi publik karena 
berpotensi mengaburkan batas antara komunikasi 
publik yang sah dan manipulasi opini secara 
terorganisasi.

Urgensi dari realitas tersebut menegaskan 
perlunya pergeseran paradigma dalam 
komunikasi krisis di era digital, dari pendekatan 
yang bersifat reaktif menuju strategi yang 
lebih antisipatif. Salah satu pendekatan yang 
semakin relevan adalah prebunking, yaitu 
upaya membangun literasi publik, menyediakan 
konteks informasi, serta mengantisipasi potensi 
misinformasi sebelum narasi palsu berkembang 
di ruang digital. Pendekatan ini dinilai lebih efektif 
dibandingkan strategi yang hanya berfokus pada 
klarifikasi setelah disinformasi terlanjur viral dan 
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membentuk persepsi publik. Dengan demikian, 
komunikasi krisis tidak cukup hanya mengoreksi 
informasi yang keliru, tetapi perlu dirancang 
sebagai mekanisme pencegahan yang proaktif 
melalui penyampaian informasi yang cepat, 
konsisten, mudah dipahami, serta didukung oleh 
penguatan literasi digital masyarakat. Pendekatan 
tersebut dapat mempersempit ruang penyebaran 
disinformasi sekaligus meningkatkan ketahanan 
informasi publik pada saat krisis.

Di sisi lain, komunikasi krisis juga menyangkut 
kualitas demokrasi dan perlindungan terhadap 
ruang kebebasan sipil di era digital. Dalam 
konteks tersebut, kebebasan berpendapat 
merupakan salah satu prasyarat penting bagi 
terpeliharanya kepercayaan publik terhadap 
penyelenggara negara. Maka munculnya 
pelabelan kritik sebagai tindakan makar tanpa 
dasar yang jelas, berpotensi menciptakan rasa 
takut di ruang publik, menghambat partisipasi 
warga negara, serta melemahkan legitimasi 
demokrasi. Oleh karena itu, penyelenggara negara 
perlu membangun kredibilitas melalui komunikasi 
yang terbuka, akuntabel dan memperoleh 
kepercayaan secara organik, bukan melalui 
pendekatan yang bersifat represif (Julian Aldrin 
Pasha, Dialog Demokrasi, Mei 2026).

Maka kemampuan menjaga ruang demokrasi 
agar tetap terbuka, aman dan bebas dari praktik 
intimidasi terhadap kritik warga negara menjadi 
suatu keniscayaan. Setiawan dan Tomsa (2023) 
dalam kajian tentang aktivisme masyarakat sipil 
di Indonesia menunjukkan bahwa ruang sipil yang 
sehat, di mana kritik dapat disampaikan tanpa 
ancaman pembalasan, merupakan indikator 
penting ketahanan demokrasi. Tantangan tersebut 
tercermin dari berbagai kasus intimidasi terhadap 
kelompok masyarakat sipil, akademisi, jurnalis 
hingga aktivis yang menyampaikan kritik terhadap 
kebijakan negara, termasuk melalui tekanan 
digital, doxing maupun ancaman kriminalisasi. 
Atmosfer demokrasi semacam ini mengaburkan 
batas antara propaganda yang sah, seperti 
sosialisasi dan klarifikasi kebijakan dengan 
operasi informasi yang merusak terletak pada 
proporsionalitas, transparansi dan penghormatan 
terhadap ruang kebebasan berpendapat.

Kebutuhan membangun komunikasi krisis yang 
ideal juga tercermin pada pengalaman negara-
negara dengan tingkat kepercayaan publik yang 
relatif tinggi. Dalam Dialog Demokrasi, Drs. Julian 
Aldrin Pasha menyinggung soal Jepang sebagai 
contoh negara yang memiliki fondasi institutional 
trust yang kuat, sehingga masyarakatnya tidak 
mudah terprovokasi oleh spekulasi maupun 
disinformasi di media sosial ketika terjadi krisis. 
Mereka percaya bahwa institusi negara akan 
bertindak sesuai kapasitasnya, hal ini tentu 
ditopang oleh konsistensi birokrasi, disiplin 
komunikasi publik dan kepastian tata kelola 
pemerintahan. 

Di sisi lain, pengalaman Swedia selama pandemi 
Covid-19 menunjukkan bahwa kepercayaan 
warga negara justru meningkat di tengah krisis, 
meski dianggap sebuah anomali, kondisi ini 
mereka kaitkan dengan fondasi kepercayaan 
sosial dan konsistensi komunikasi negara 
yang telah dibangun jauh sebelum krisis 
terjadi (Esaiasson dkk., 2021). Dalam konteks 
tersebut, Liu dan Mehta (2021) melalui kerangka 
centralized model for trust in government risk 
and disaster communication menegaskan bahwa 
kepercayaan publik merupakan fondasi utama 
komunikasi risiko dan bencana yang efektif karena 
memengaruhi penerimaan informasi, kepatuhan 
terhadap rekomendasi pemerintah dan respons 
masyarakat dalam menghadapi krisis. Dengan 
demikian, pengalaman Jepang dan Swedia 
menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi 
krisis juga memberikan perhatian pada kualitas 
hubungan jangka panjang antara negara dengan 
warga negara yang perlu dibangun melalui 
transparansi, konsistensi dan kredibilitas institusi 
publik. 

Dengan demikian, meski Indonesia masih 
menghadapi kecenderungan democratic 
backsliding yang ditandai oleh melemahnya 
akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan 
publik terhadap institusi negara, komunikasi 
krisis yang kredibel tidak hanya menjadi 
instrumen penting untuk menjaga legitimasi 
pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari 
praktik Demokrasi Pancasila yang menempatkan 
keterbukaan, partisipasi dan kepercayaan 
publik sebagai fondasi utama penyelenggaraan 
pemerintahan. 
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REKOMENDASI 
KEBIJAKAN
Berdasarkan analisis di atas, terdapat lima 
rumusan rekomendasi yang dapat menjadi 
perhatian bagi setiap penyelenggara negara 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rekomendasi 
ini berangkat dari keyakinan bahwa ketahanan 
komunikasi demokratis tidak dibangun melalui 
pengendalian narasi semata, tetapi melalui 
kemampuan penyelenggara negara menjaga 
kepercayaan publik secara konsisten. Dalam 
konteks tersebut, komunikasi krisis yang 
transparan, responsif dan empatik perlu 
dilembagakan melalui tata kelola yang jelas, 
pembagian peran antar lembaga, serta indikator 
kinerja yang dapat diukur agar kebijakan dapat 
dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Berikut 
rekomendasi yang diusulkan dalam Democracy 
Brief ini.

Bangun Arsitektur Komunikasi Krisis 
yang Tersistem dan Terintegrasi
Bakom RI perlu mengembangkan arsitektur 
komunikasi krisis nasional yang terstandarisasi 
melalui penyusunan SOP Eskalasi Krisis Nasional 
yang mengatur secara jelas siapa yang berbicara, 
apa yang disampaikan dan kapan komunikasi 
publik dilakukan. SOP tersebut perlu dilengkapi 
dengan matriks eskalasi isu, mekanisme 
koordinasi lintas kementerian dan lembaga, 
serta prosedur koordinasi dengan Diskominfo 
daerah yang sejak otonomi daerah beroperasi 
secara terpisah dari struktur komando nasional. 
Setiap kementerian perlu memiliki juru bicara 
yang terlatih dan berwenang menyampaikan isu 
sektoral masing-masing sehingga komunikasi 
pemerintah tidak selalu terpusat pada Presiden. 
Untuk memastikan implementasinya berjalan 
efektif, protokol tersebut perlu diuji melalui 
simulasi komunikasi krisis secara berkala. Dengan 
demikian, prinsip one government voice dapat 
diwujudkan tanpa menghilangkan ruang bagi 
penjelasan teknis dari masing-masing institusi.

Transformasi Gaya Komunikasi dari 
Monolog ke Dialog Otentik
Institusi negara perlu beralih dari paradigma 
komunikasi satu arah menuju pendekatan yang 
lebih dialogis, interaktif dan berbasis partisipasi 
publik. Transformasi ini mencakup pengembangan 
pedoman komunikasi digital, penyelenggaraan 
forum dialog publik secara reguler, serta 
penerapan standar respons komunikasi yang 
cepat terhadap isu strategis, termasuk target 
penyampaian klarifikasi dalam waktu yang 
terukur. Penyampaian informasi yang terbuka 
dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk 
pengakuan atas keterbatasan kebijakan secara 
jujur, akan lebih efektif membangun kepercayaan 
publik dibandingkan narasi yang defensif. Dalam 
kerangka tersebut, Bakom RI berperan sebagai 
orkestrator komunikasi publik dengan dukungan 
juru bicara kementerian dan lembaga untuk 
menerapkan standar komunikasi yang transparan, 
konsisten dan akuntabel.

Perkuat Kapasitas Anti-Disinformasi 
secara Demokratis
Institusi negara memiliki tanggung jawab 
melindungi ekosistem informasi publik dari 
disinformasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip 
demokrasi. Upaya tersebut perlu diwujudkan 
melalui penguatan program prebunking, 
perluasan literasi media, serta penyusunan 
pedoman transparansi komunikasi pemerintah 
yang menjelaskan secara terbuka mekanisme 
penyebaran informasi resmi. Penguatan 
kapasitas ini perlu melibatkan kementerian 
terkait, pemerintah daerah, akademisi, media 
independen, dan organisasi masyarakat sipil 
agar penanganan disinformasi tidak berkembang 
menjadi praktik pembungkaman kritik yang sah. 
Dengan demikian, negara dapat membangun 
ketahanan informasi tanpa mengurangi ruang 
kebebasan berekspresi.
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Wujudkan Komunikasi Lintas Isu yang 
Inklusif dan Berbasis Data
Koordinasi komunikasi untuk isu lintas sektoral 
seperti krisis kesehatan, bencana alam, maupun 
darurat kekerasan seksual masih memerlukan 
penguatan. Bakom RI perlu mengembangkan 
dashboard isu strategis berbasis data yang 
dapat digunakan bersama oleh kementerian 
dan lembaga terkait sebagai dasar penyusunan 
narasi komunikasi publik. Sistem tersebut perlu 
didukung dengan mekanisme konferensi pers 
bersama, analisis sentimen secara berkala, serta 
pemetaan isu prioritas sehingga komunikasi lintas 
institusi berjalan lebih konsisten dan berbasis 
bukti. Pelibatan akademisi, media independen dan 
organisasi masyarakat sipil sebagai mitra verifikasi 
juga penting untuk memperkuat kredibilitas 
informasi publik sekaligus meningkatkan 
kepercayaan masyarakat.

Jadikan Kepercayaan Publik sebagai 
Indikator Kinerja Utama
Keberhasilan komunikasi penyelenggara negara 
tidak lagi cukup diukur melalui indikator output 
seperti jumlah siaran pers atau jumlah tayangan 
media, tetapi perlu bergeser pada indikator 
outcome berupa peningkatan kepercayaan publik. 
Oleh karena itu, Bakom RI bersama Kementerian 
PANRB dan Bappenas perlu mengintegrasikan 
indeks kepercayaan publik sebagai salah satu 
Indikator Kinerja Utama (IKU) komunikasi 
pemerintah. Pengukuran tersebut dilakukan 
melalui survei independen secara triwulanan, 
dipublikasikan secara terbuka, dan digunakan 
sebagai bagian dari evaluasi kinerja kementerian 
dan lembaga. Pendekatan ini akan mendorong 
akuntabilitas komunikasi publik yang tidak hanya 
berorientasi pada produksi informasi, tetapi 
juga pada dampaknya terhadap legitimasi dan 
kepercayaan masyarakat. 

Matriks Implementasi Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Aktor Utama Langkah Taktis Indikator Kinerja Utama (IKU)

Arsitektur komunikasi krisis 
terintegrasi 

Bakom RI, K/L, 
Diskominfo 

SOP Eskalasi Krisis Nasional; 
penetapan one government 
voice; simulasi komunikasi 
krisis berkala 

SOP diterapkan; simulasi minimal 2 
kali/tahun; penurunan inkonsistensi 
narasi antar-K/L 

Transformasi komunikasi 
menjadi dialog publik 

Bakom RI, Juru Bicara 
K/L 

Pedoman komunikasi digital; 
forum dialog publik; standar 
respons maksimal 24 jam 

Waktu respons ≤24 jam; 
peningkatan engagement dan 
kepuasan publik 

Penguatan kapasitas anti-
disinformasi 

Bakom RI, Kominfo/
Diskominfo, 
Kemendikdasmen 

Program prebunking; literasi 
media; pedoman transparansi 
komunikasi 

Penurunan disinformasi; 
peningkatan Indeks Literasi Digital 

Komunikasi lintas isu berbasis 
data 

Bakom RI, K/L sektoral, 
Diskominfo 

Dashboard isu strategis; 
konferensi pers bersama; 
analisis sentimen 

Penurunan kontradiksi narasi; 
peningkatan koordinasi lintas 
lembaga 

Kepercayaan publik sebagai 
IKU 

Bakom RI, Kementerian 
PANRB, Bappenas 

Survei kepercayaan 
triwulanan; integrasi ke 
evaluasi kinerja 

Indeks kepercayaan publik menjadi 
IKU; hasil survei dipublikasikan 
secara berkala



11Democracy Brief

PENUTUP
Narasi bahwa komunikasi yang transparan 
dan empatik merupakan kemewahan yang 
tidak terjangkau di tengah krisis adalah 
anggapan yang tidak berdasar. Justru negara 
yang mampu membangun kepercayaan publik 
melalui komunikasi yang akuntabel cenderung 
lebih tangguh dalam menghadapi berbagai 
guncangan. Dalam konteks tersebut, komunikasi 
bukan sekadar instrumen pendukung tata 
kelola demokrasi, melainkan bagian yang tidak 
terpisahkan dari substansi demokrasi itu sendiri.

Indonesia memiliki modal kelembagaan 
untuk menjawab tantangan tersebut, namun 
efektivitasnya bergantung pada kemampuan 
penyelenggara negara membangun tata kelola 
komunikasi yang terkoordinasi, adaptif dan 
berorientasi pada kepentingan publik. Penguatan 
arsitektur komunikasi krisis, konsistensi narasi 
lintas kementerian dan lembaga, perlindungan 
terhadap ruang informasi yang demokratis, serta 
penempatan kepercayaan publik sebagai ukuran 
keberhasilan komunikasi merupakan prasyarat 
penting untuk memperkuat legitimasi institusi 
negara di era digital.

Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks 
dan tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya 
mereda, lima rekomendasi dalam Democracy Brief 
ini bukanlah agenda jangka panjang yang dapat 
ditunda, melainkan langkah strategis yang perlu 
segera diimplementasikan. Pada akhirnya, kualitas 
komunikasi krisis akan menentukan apakah 
negara mampu menjaga kepercayaan publik 
ketika menghadapi situasi darurat. Ketahanan 
komunikasi krisis yang demokratis bukan sekadar 
pilihan teknis, melainkan cerminan komitmen 
penyelenggara negara dalam menempatkan 
kepentingan rakyat, akuntabilitas dan prinsip-
prinsip demokrasi sebagai fondasi utama 
penyelenggaraan pemerintahan. Democratization 
must go on!
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CATATAN METODOLOGIS 
DAN PENGEMBANGAN
Brief ini disusun dengan sumber utama dari 
Dialog Demokrasi yang diselenggarakan The 
Habibie Center pada Selasa, 26 Mei 2026 di Wisma 
Habibie Ainun Jakarta dengan tema “Memperkuat 
Komunikasi Krisis Penyelenggara Negara untuk 
Ketahanan Demokrasi di Indonesia”. Dari hasil 
Dialog Demokrasi penulis menambahkan data dari 
berbagai sumber literatur. 
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The Habibie Center memiliki misi, yang pertama 
yakni menciptakan masyarakat demokratis 
secara kultural dan struktural yang mengakui, 
menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu 
perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. 
Kedua adalah memajukan dan meningkatkan 
pengelolaan sumber daya manusia dan usaha 
sosialisasi teknologi.

Tentang Habibie Democracy Forum
Habibie Democracy Forum berakar dari semangat 
“demokrasi tanpa henti” yang diwariskan oleh 
Prof. Dr.-Ing B.J. Habibie. Semangat ini didasari 
keyakinan bahwa Indonesia dapat menjadi 
alternatif role model demokrasi di dunia, 
mengingat masyarakatnya yang plural tapi tetap 
menjunjung tinggi persatuan. Tercatat dalam 
sejarah bahwa Indonesia telah menemui banyak 
dinamika sejak berhasil melalui masa transisi 
demokrasi sejak tahun 1999 hingga saat ini.

Dengan memikul semangat untuk terus 
menjunjung tinggi demokrasi, The Habibie Center 
menjadikan Habibie Democracy Forum sebagai 
wadah yang dirancang untuk memfasilitasi dialog 
bagi berbagai pihak yang memiliki perhatian 
terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di 
Indonesia untuk dapat mengumpulkan serta 
menyatukan pikiran guna memperbaiki kualitas 
demokrasi. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 
inklusivitas dan kolaborasi, Habibie Democracy 
Forum dapat menjadi wadah yang dapat dengan 
mudah diakses oleh berbagai segmen masyarakat, 
termasuk partai politik, organisasi masyarakat 
sipil, akademisi, media, dan kelompok pemuda 
untuk mendorong konsolidasi kedepannya.

Habibie Democracy Forum bertujuan untuk 
mempromosikan, melindungi, dan memperkuat 
nilai-nilai, institusi, dan praktik demokrasi di 
Indonesia. Forum ini berfokus pada isu-isu 
seperti pemerintahan yang demokratis, hak asasi 
manusia, supremasi hukum, proses pemilu, dan 
partisipasi masyarakat. Secara khusus, Habibie 
Democracy Forum bertujuan untuk menjadi 
ruang demokratis dalam mempromosikan nilai-
nilai demokrasi, memperkuat institusi demokrasi, 
pendidikan kewarganegaraan, menjaga integritas 
pemilu dan advokasi kebijakan​.

Tentang Dialog Demokrasi
Dialog Demokrasi merupakan bagian integral dari 
Habibie Democracy Forum dengan memfasilitasi 
ruang pertemuan dan pengkajian terkait nilai 
dan praktik demokrasi di Indonesia. Ruang yang 
dibangun dalam bentuk dialog bertujuan dapat 
menjadi sarana pertukaran pendapat, perspektif 
dan pengalaman, serta media advokasi dan 
membangun kesadaran publik terkait praktik 
dan nilai-nilai demokratis. Dialog Demokrasi 
menjadi ruang yang inklusif dengan melibatkan 
representasi dari unsur pemerintah, parlemen, 
organisasi non pemerintah atau masyarakat 
sipil, akademisi, masyarakat umum/asing dan 
mahasiswa maupun pelajar.
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